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GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUEERNUR BENGKULU
NOMOR (/& TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

a.

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Benglulu Nomor
13 Tahun 2012, telah ditetapkan Rencana Eérja Pemerintah
Daerah Provinsi Benpkulu Tahun 2013:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomer 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tshun 20058
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan  Evaluasi Pelaksanaan FRencana Fembangunan
Daerah, maks Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapart
diubah dalam hal tidak sesusi dengan perkembangan
keadaan tahun berjalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, periu
menetapkan Peraturan Gubernur Benglulu  tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Benglulu Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor @ Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Benghkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomer 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanpunan Nasional |(Lembaran Negara
Republik Indomesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 MNomeor 125, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebapaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2007 tentang Rencara
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomar 5234):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 1967 dan
Pelaksanasn Pemerintahan di Provinsi Bengloulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daersh Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
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532, Tambghan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tghun 2007 Nemor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenpgaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran Megara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuanpgan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Menterl Dalam Negeri Momor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

FPeraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hultum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan, Penpgendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

Peraturan Daerah Provinsi Benglulu Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Polok Pengelolaan Keunangan Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daersh Provinsi Benglmlu Tahun 2008 Nomor 4 |;



.22, Peraturan Daerah Provinsi Benghulu Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Bengkulu ({Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);

23, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi
Benglailu Tahun 2008 Nomor 8j;

24, Peraturan Daerah Provinsi Benglulu Nomor 6 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
Nomor 6);

25, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGEULU
TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Benglouiu.,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya discbut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Benghkulu sebagai unsur
pelaksana pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.

Gubernur adalah Gubernur Bengloulu,

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Benglouh,
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengluha.
Satuan Kerja Perangleat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit
Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan
barang daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu.

Kepala Badan asdalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Bengkulu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selamjutnya disebut
RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu
untule periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka
panjang Provinsi Bengkulu,



11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Provinsi Bengkuiu yang
sclanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 Yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun,

12. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjuinya disebut Rencana
Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1
(satu) tahun,

13, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Benghkulu untuk periode | {satu]
tahun yaity tahun 2013,

14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya  disebut
RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2013,

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah selanjutnya
disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta Pagy anggatan sementara
didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).

16, Musyawarah Perencanaan Pembangunan  vang selanjutnya  disebut
Musrenbang adalah forum antar pemanglal kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu,

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Benglulu Tahun 2013 merupakan dokumen lanjutan
dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2013, yang disusun akibat terjadinya
perubahan asumsi dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2013 yang meliputi:
perubshan kerangka ckonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pa=al 3

{1} Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2013 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelengparaan
pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2013
dengan  memperhatikan asumsi-asumsi  sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2.

(2] Perubahan RKFD Provinsi Bengloulu Tahun 2013 disusun dengan sisternatiln
scbagai berilout :

BAB1 PENDAHULUAN

BAB Il EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

BAB Il PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BABE IV PENUTUF



(8) Uraian secara rinci Perubshan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2013
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pazal 4

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Pasal 3 di

atas digunakan sebagaj

a. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Perubshan dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD] Provinsi Bengkulu
Tahun 2013;

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Ferangkat Daerah dalam penyusunan dan
penyesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
serta Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Tahun 2013;

¢. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Benglulu,

ietapkan di Bengkulu
tanggal /fé-02- 2013
UBERNUR BENGKULU f

— b,

- u. sunaiDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu
?_\ pada tanggal fé- o2 . 201
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULL,

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR /&



Tingkat keberhasilan pembangunan di Provinsi Benglkulu selain ditentulkan
oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan
masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi
permasalahan yang ada, schingea cita-citsa masyarakat Provinsi Bengloilu
sesual dengan Visi dan Misi vang tertuang dalam Dokumen RPIMD dapat
terwujud secara optimal.

da tenggal /6 ~9-2013

,GUBERNUR EENEIKUT..U1

” llL.

- sunaDr HAMSYAH







